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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Alur dan 

Format Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa. 

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan Barang 

Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun panduan 

ini memuat alur dan format mulai dari dokumen persiapan pengadaan, pengajuan 

usulan pengadaan, verifikasi dan reviu dokumen usulan, penetapan Surat Keputusan 

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan serta Laporan Hasil Pelaksanaan Proses 

Pengadaan.  

Dengan adanya alur dan format ini diharapkan KPA, PPK, Pokja Pemilihan dan 

Pejabat Pengadaan dapat mengetahui dan memahami alur pengadaan barang/jasa di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diharapkan bentuk alur dan format 

ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab 

penyelenggaraan negara secara administrasi sehingga dapat mewujudkan 

akuntabilitas publik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.  

  

 

                                                                                                                             

Jakarta,    Oktober 2023                                                                                                    

Kepala Biro Umum dan PBJ 

Selaku Kepala Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa 
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LANDASAN HUKUM 

 

Proses Pengadaan Barang/Jasa merujuk pada ketentuan antara lain: 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa 

Pemerintah merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 

Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamamatan Konstruksi; 

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 

5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 

10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 

Penyedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

A. ALUR PENGAJUAN USULAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

1.1 Proses Pengadaan Barang/Jasa Satker Kantor Pusat 

 

Gambar 1. Alur Proses Pengadaan Barang/Jasa Satker Kantor Pusat 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPALA UKPBJ KKP
KOORDINATOR LAYANAN 

PENGADAAN
POKJA PEMILIHAN

Menyampaikan surat usulan 
pengadaan beserta 

kelengkapan dokumen

kepada Kepala UKPBJ Menerima Usulan Pengadaan 
dari PPK dan jika dokumen 

dinyatakan lengkap 
menetapkan Pokja Pemilihan 
untuk melakukan persiapan 

pemilihan 
Menentukan anggota Pokja 
Pemilihan

Melakukan persiapan 
pemilihan berupa mereviu 

dokumen persiapan 
pengadaan, memberikan 

rekomendasi dan membuat 
laporan Berita Acara Reviu 

atas usulan pengadaan

Melanjutkan proses 
pemilihan penyedia

Menyampaikan hasil 
perbaikan. 

Jika hasil perbaikan telah 
sesuai dengan ketentuan, 

memerintahkan Pokja untuk 

melanjutkan proses 
pemilihan penyedia

Menyampaikan laporan hasil 
reviu Usulan Pengadaan 
kepada PPK

Menerima hasil reviu,
menganalisa kembali 

rekomendasi dari UKPBJ, 
memperbaiki dokumen 

persiapan pengadaan dan 
menyampaikan kembali hasil 

perbaikan
Mendisposisi hasil perbaikan 

dokumen pengadaan dari 
PPK

Menyampaikan hasil 
pemilihan penyedia kepada 

PPK dengan tembusan Kepala 
UKPBJ

1. Menerima hasil pemilihan 
penyedia Dari Pokja 

Pemilihan
2. Menerbitkan SPPBJ

1. Menerima hasil reviu 

dokumen persiapan 
pengadaan dari Pokja 
Pemilihan
2. Melaporkan hasil reviu 
kepada Kepala UKPBJ

Ya

Tidak
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1.2 Proses Pengadaan Barang/Jasa Satker Unit Pelaksana Teknis 

 

Gambar 2. Alur Proses Pengadaan Barang/Jasa Satker Unit Pelaksana Teknis 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPALA UKPBJ KKP KOORDINATOR LAYANAN PENGADAAN POKJA PEMILIHAN
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PPK Satker
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pemilihan penyedia kepada 
PPK dan Kepala UKPBJ

1. Menerima hasil pemilihan 

penyedia Dari Pokja Pemilihan
2. Menerbitkan SPPBJ

1. Menetapkan SK Pokja 

Pemilihan
2. Menyampaikan SK Pokja 

Pemilihan Kepada PPK Satker 
dan Anggota Pokja  

Menerima SK Pokja dan 

melaksanakan proses 
pemilihan penyedia

Menerima hasil pemilihan 

penyedia Dari Pokja 
Pemilihan

Melakukan persiapan 
pemilihan berupa mereviu 

dokumen persiapan 
pengadaan, memberikan 

rekomendasi dan 
membuat laporan Berita 
Acara Reviu atas usulan 

pengadaan
Menerima hasil reviu,

memperbaiki dokumen 
persiapan pengadaan dan 
menyampaikan kembali 
hasil perbaikan kepada 

kepala UKPBJ
Mendisposisi hasil

perbaikan dokumen 
pengadaan dari PPK

Menyampaikan hasil 
perbaikan. 

Jika hasil perbaikan telah 
sesuai dengan ketentuan, 

memerintahkan Pokja untuk 
melanjutkan proses 
pemilihan penyedia

Melanjutkan proses 
pemilihan penyedia
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B. PENGAJUAN USULAN PENGADAAN 

2.1 Checklist Dokumen Usulan Tender / Seleksi / Penunjukan Langsung / 

Pengadaan Yang Dikecualikan 

2.1.1 Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 

 

Tabel 1. Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 

Satker :

Nama Paket :

PPK :

Tahun Anggaran :

Nilai Pagu :

Nilai HPS :

Lengkap Belum Lengkap

Spesifikasi Teknis dan DED :

a. Dokumen Spesifikasi Teknis

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

c. Gambar Kerja

d. Bill of Quantity (BoQ)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

a. Harga Perkiraan Sendiri

b. Rincian Biaya Penerapan SMKK

c. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

d. Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah

e. Data Dukung Harga Bahan dan Upah

f. Data Backup Volume

3. Rancangan Kontrak 

4. Dokumen Anggaran (RKAKL)

5. ID Paket RUP (Printout)

6. Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

7. Penetapan Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi oleh PPK 

8.

9. SK Penetapan PPK dan KPA

10. Usulan Anggota Pokja Pemilihan (untuk Unit Pelaksana Teknis)

Dokumen Lainnya :

a. Dokumen Lingkungan

b. Master Plan (Studi Kelayakan)

c. Status Lahan (Jika bukan milik sendiri)

d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

e. Kapasitas Dukungan Sarpras (Listrik, Air, Jembatan, dll)

f. Identifikasi dan verifikasi calon penerima (bantuan pemerintah)

g. Kesiapan calon operator dan pemodalan operasi (bantuan pemerintah)

h. Petunjuk Teknis (bantuan pemerintah)

i. Skema bisnis (bantuan pemerintah)

Catatan:

- Rujukan : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PerLKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

PermenPUPR No 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

- RKAKL yang disampaikan fotocopinya adalah halaman 1 dan halaman yang memuat kegiatan tersebut.

Yang Menerima Dokumen

(Nama Penerima Dokumen)

NIP. 

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(tempat),                        2023

Status
No. Dokumen Keterangan

1.

2.

11.

Persetujuan tertulis Tim P3DN jika menggunakan produk impor atau PDN 

dengan nilai TKDN dibawah 25%
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2.1.2 Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan Jasa Konsultansi 

 
Tabel 2. Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan Jasa Konsultansi 

 

 

 

 

Satker :

Nama Paket :

PPK :

Tahun Anggaran :

Nilai Pagu :

Nilai HPS :

Lengkap Belum Lengkap

Kerangka Acuan Kerja :

a. Kerangka Acuan Kerja

b. Bill of Quantity (BoQ)

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

b. Data Dukung Penyusunan HPS

3. Rancangan Kontrak 

4. Dokumen Anggaran (RKAKL)

5. ID Paket RUP (Printout)

6. SK Penetapan PPK dan KPA

7. Usulan Anggota Pokja Pemilihan (untuk Unit Pelaksana Teknis)

Catatan:

- Rujukan : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PerLKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

PermenPUPR No 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

- RKAKL yang disampaikan fotocopinya adalah halaman 1 dan halaman yang memuat kegiatan tersebut.

Yang Menerima Dokumen

(Nama Penerima Dokumen)

NIP. 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.

(tempat),                        2023

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

No. Dokumen
Status

Keterangan
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2.1.3 Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang 

 
Tabel 3. Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang 

 

 

 

 

 

Satker :

Nama Paket :

PPK :

Tahun Anggaran :

Nilai Pagu :

Nilai HPS :

Lengkap Belum Lengkap

Spesifikasi Teknis :

a. Dokumen Spesifikasi Teknis

b. Bill of Quantity (BoQ)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

a. Harga Perkiraan Sendiri

b. Data Dukung Penyusunan HPS

3. Rancangan Kontrak 

4.

5. Dokumen Anggaran (RKAKL)

6. ID Paket RUP (Printout)

7. SK Penetapan PPK dan KPA

8. Usulan Anggota Pokja Pemilihan (untuk Unit Pelaksana Teknis)

Dokumen Lainnya :

a. Identifikasi dan verifikasi calon penerima (bantuan pemerintah)

b. Kesiapan calon operator dan pemodalan operasi (bantuan pemerintah)

c. Petunjuk Teknis (bantuan pemerintah)

d. Skema bisnis (bantuan pemerintah)

e. Justifikasi Penggunaan Merk

Catatan:

- Rujukan : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PerLKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

- RKAKL yang disampaikan fotocopinya adalah halaman 1 dan halaman yang memuat kegiatan tersebut.

Yang Menerima Dokumen

(Nama Penenerima Dokumen)

NIP. 

(tempat),                        2023

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG

No. Dokumen
Status

Keterangan

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.

2.

9.

Persetujuan tertulis Tim P3DN jika menggunakan produk impor atau PDN 

dengan nilai TKDN dibawah 25%



 

6 
 

2.1.4 Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan Jasa Lainnya 

 

Tabel 4. Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan Jasa Lainnya 

 

 

 

 

 

Satker :

Nama Paket :

PPK :

Tahun Anggaran :

Nilai Pagu :

Nilai HPS :

Lengkap Belum Lengkap

Spesifikasi Teknis :

a. Dokumen Spesifikasi Teknis

b. Bill of Quantity (BoQ)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

a. Harga Perkiraan Sendiri

b. Data Dukung Penyusunan HPS

3. Rancangan Kontrak 

4.

5. Dokumen Anggaran (RKAKL)

6. ID Paket RUP (Printout)

7. SK Penetapan PPK dan KPA

8. Usulan Anggota Pokja Pemilihan (untuk Unit Pelaksana Teknis)

Dokumen Lainnya :

a. Identifikasi dan verifikasi calon penerima (bantuan pemerintah)

b. Kesiapan calon operator dan pemodalan operasi (bantuan pemerintah)

c. Petunjuk Teknis (bantuan pemerintah)

d. Skema bisnis (bantuan pemerintah)

Catatan:

- Rujukan : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PerLKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

- RKAKL yang disampaikan fotocopinya adalah halaman 1 dan halaman yang memuat kegiatan tersebut.

Yang Menerima Dokumen

(Nama Penerima Dokumen)

NIP. 

(tempat),                        2023

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN JASA LAINNYA

No. Dokumen
Status

Keterangan

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.

2.

9.

Persetujuan tertulis Tim P3DN jika menggunakan produk impor atau PDN 

dengan nilai TKDN dibawah 25%
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2.2 Contoh Usulan Pengadaan dari PPK kepada Kepala UKPBJ 

2.2.1 Nota Dinas Usulan Pengadaan Satker Kantor Pusat 

 

Gambar 3. Nota Dinas Usulan Pengadaan Satker Kantor Pusat 

 

Catatan: 

• Penomoran dapat menyesuaikan dengan penomoran di lingkungan satker. 

• Isi surat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ingin disampaikan 

oleh PPK Satker kepada Kepala UKPBJ KKP. 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 
 

 

NOTA DINAS 
Nomor ……./DJPT. …/PL.400/…./2023 

 
 

Yth : Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Selaku Kepala Unit 
Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Dari : Direktur ………… selaku PPK Direktorat …………………….. 
Hal : Usulan Pengadaan ……………. 
Lampiran : Satu berkas 
Tanggal : … …………………. 2023 

  
  

Sehubungan dengan rencana kerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, 

bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

 

1. Mengajukan usulan pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/barang/jasa 

lainnya yaitu ….(judul paket sesuai RUP)…. dengan rincian: 

a. Nilai Pagu/Nilai HPS :  Rp………….. / Rp…………… 

b. Metode Pengadaan : Tender / Seleksi /Tender Cepat / Penunjukan 

Langsung / Pengadaan Yang Dikecualikan 

c. Jenis Kontrak : ……………………….. 

d. Jangka Waktu Pelaksanaan : ….. Hari Kalender 

e. Rencana Pelaksanaan : …………… 2023 

2. Sebagai data pendukung disampaikan Kelengkapan Dokumen Usulan Pengadaan 

melalui email layananpengadaan@kkp.go.id dan ukpbj.kkp@gmail.com. 

(melampirkan cheklist kelengkapan dokumen sesuai jenis pengadaan) 

3. Untuk kelancaran proses pengadaan di atas, kami sertakan kontak personil 

sebagai perwakilan yaitu …Nama… dan …Nomor Hp…... 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat 

melakukan proses pemilihan penyedia pengadaan dimaksud. 

 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.  

 

 

 

 

           (Nama PPK Satker) 
 

Tembusan: 

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 

2. Inspektur I/II/III/IV (disesuaikan dengan mitra per unit kerja eselon I), Inspektorat 

Jenderal. 
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2.2.2 Surat Dinas Usulan Pengadaan Satker Unit Pelaksana Teknis 

 
Gambar 4. Surat Dinas Usulan Pengadaan Satker Unit Pelaksana Teknis 

 
Catatan: 

• Penomoran dapat menyesuaikan dengan penomoran di lingkungan satker. 

• Isi surat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ingin disampaikan 

oleh PPK Satker kepada Kepala UKPBJ KKP. 

 
 
 
 
 
    
 

 
Nomor : B……../PPSNZJ.A/PL.400/……./2023 … ………… 2023 
Sifat : Biasa 
Lampiran : Satu berkas 
Hal : Usulan Pengadaan …………….  

 
Yth. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Selaku  

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian 

Kelautan dan Perikanan 

 di Jakarta  

 
Sehubungan dengan rencana kerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, 

bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Mengajukan usulan pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/barang/jasa lainnya 

yaitu ….(judul paket sesuai RUP)…. dengan rincian: 

a. Nilai Pagu/Nilai HPS :  Rp………….. / Rp…………… 

b. Metode Pengadaan : Tender / Seleksi /Tender Cepat / Penunjukan 

Langsung / Pengadaan Yang Dikecualikan 

c. Jenis Kontrak : ……………………….. 

d. Jangka Waktu Pelaksanaan : ….. Hari Kalender 

e. Rencana Pelaksanaan : …………… 2023 

2. Sebagai data pendukung disampaikan Kelengkapan Dokumen Usulan Pengadaan melalui 

email layananpengadaan@kkp.go.id dan ukpbj.kkp@gmail.com. (melampirkan cheklist 

kelengkapan dokumen sesuai jenis pengadaan) 

3. Untuk kelancaran proses pengadaan di atas, kami sertakan kontak personil sebagai 

perwakilan yaitu …Nama… dan …Nomor Hp…... 

 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan 

proses pemilihan penyedia pengadaan dimaksud.  

 

 Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

 

 
Tembusan: 
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 
2. Inspektur II, Inspektorat Jenderal; (disesuaikan dengan mitra per unit kerja eselon I) 
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. 

  PPK Satker ………………., 

 

 

 

 

(Nama) 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA 

NIZAM ZACHMAN JAKARTA 
JALAN MUARA BARU UJUNG JAKARTA UTARA 14440 

TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868 
LAMAN www.kkp.go.id 
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2.3 Format Dokumen Persiapan Tender 

2.3.1 Dokumen Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja 

Dalam penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan diperlukan 

spesifikasi teknis yang mencakup rincian teknis atau karakteristik yang 

dimiliki oleh sebuah barang/material/jasa dan rincian persyaratan 

administrasi teknis yang terintegrasi dengan jelas mengenai suatu 

barang/alat, jasa atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli/diadakan, 

dibangun atau dikembangkan oleh pihak lain sehingga dapat 

memenuhi keinginan semua pihak yang terkait. 

Format dokumen spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja tertuang 

dalam Lampiran I. 

 

2.3.2 Harga Perkiraan Sendiri 

2.3.2.1 Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi 

  
(1) Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

pekerjaan konstruksi harus memenuhi keseluruhan 

indikator dalam HPS, antara lain: 

 
a. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

Total dari keseluruhan biaya yang telah disusun dalam 

HPS. 

 
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk 

bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lain yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau 

proyek tersebut. 

 
c. Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi (SMKK) 

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 

yang disingkat SMKK adalah bagian dari sistem 

manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam 

rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. 
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Biaya Penerapan SMKK adalah biaya SMKK yang 

diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap 

Pekerjaan Konstruksi. 

 

d. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

Berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan rencana 

anggaran biaya bangunan yang didalamya terdapat 

angka yang menunjukan jumlah material, tenaga dan 

biaya persatuan pekerjaan. 

 

e. Daftar Harga Satuan Bahan 

Analisa bahan material adalah didapat dari harga 

pasaran, yang kemudian dikumpulkan didalam suatu 

daftar yang dinamakan daftar harga satuan 

bahan/material. 

 

f. Daftar Harga Satuan Upah 

Analisa harga satuan upah merupakan proses 

menghitung banyaknya tenaga yang diperlukan, serta 

besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut, sedangkan upah tenaga kerja 

didapatkan di lokasi setempat yang kemudian 

dikumpulkan dan didata dalam suatu daftar yang 

dinamakan daftar satuan upah tenaga kerja. 

 

g. Data Pendukung Perhitungan Back Up Volume 

Proses penghitungan kembali terhadap item pekerjaan 

dalam BOQ (Bill of Quantity) dan perhitungan dilakukan 

dengan menyesuaikan kondisi real dilapangan. 

 

(2) Format dokumen penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi 

tertuang dalam Lampiran II Huruf A.1. 
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2.3.2.2 Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa Lainnya 

Format dokumen penyusunan HPS Barang/Jasa Lainnya 

tertuang dalam Lampiran II Huruf A.2. 

 

2.3.2.3 Harga Perkiraan Sendiri Jasa Konsultansi Konstruksi 

Format dokumen penyusunan HPS Barang/Jasa Lainnya 

tertuang dalam Lampiran II Huruf A.3. 

 

2.3.2.4 Harga Perkiraan Sendiri Jasa Konsultansi Non Konstruksi 

Format dokumen penyusunan HPS Barang/Jasa Lainnya 

tertuang dalam Lampiran II Huruf A.4. 

 

2.3.3 Rancangan Kontrak 

Model dokumen Rancangan Kontrak tertuang dalam Lampiran III. 
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C. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 

3.1 Surat Penunjukan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan 

Surat Penunjukan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan ditandatangani 

oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan disampaikan langsung 

kepada Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

 

 

Gambar 5. Surat Dinas Penunjukan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan 

 

 
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 

 

MEMORANDUM 
Nomor: ………/SJ.6/PL.110/…../2023 

 
Yth : 1. …………… (Nama Anggota Pokja) 

2. …………… (Nama Anggota Pokja) 

3. …………… (Nama Anggota Pokja) 

4. …………… (Nama Anggota Pokja) 

5. …………… (Nama Anggota Pokja) 

Dari : Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Selaku Kepala Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Hal : Penunjukan dan Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan 

………….. (Nama paket pengadaan) 

Tanggal : … ………….. 2022 

 
 

Sehubungan dengan rencana pengadaan …………….. (nama paket pengadaan) 

pada satuan kerja …………………, dengan ini menunjuk dan menugaskan Saudara 

sebagai anggota Kelompok Kerja Pemilihan …………….. (nama paket pengadaan) 

sebagaimana Surat Keputusan terlampir. 

 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima    kasih. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miazwir 
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3.2 Surat Keputusan Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan 

 

Gambar 6. Surat Keputusan Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan 

 

 

 

 
 
 
 
 
    

KEPUTUSAN 

KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA  

SELAKU KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN (UKPBJ KKP)  
 

NOMOR: ……./SJ.6/PL.110/…./2023 

 

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 
(JUDUL PAKET PENGADAAN…… ) PADA SATUAN KERJA …………………. 

 
  

KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA SELAKU KEPALA UNIT 
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ), 

 

Menimbang : 

 

 

 

 

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

kegiatan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021, 

perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan 

barang/jasa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 

  b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 perlu dibentuk suatu 

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk melaksanakan 

persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia; 

 

  c. bahwa berdasarkan surat usulan tender dari PPK Satker 

…………… nomor ……/…./…../2022, tanggal ………… 2022 hal 

Usulan Pengadaan …………….; 

 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, b, dan huruf c di atas, perlu penetapan dan penugasan 

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dengan Keputusan Kepala 

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala UKPBJ 

KKP. 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 
LAMAN www.kkp.go.id 
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Gambar 6.1 Surat Keputusan Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan 

 

 

 

 

 
      M E M U T U S K A N :  

 
Menetapkan  : 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN 

BARANG/JASA, SELAKU KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN 

BARANG/JASA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

(UKPBJ KKP) TENTANG PENETAPAN DAN PENUGASAN 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

 

  2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

 

  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593); 

 

  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 511); 

 

  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 

49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di 

Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521); 

 

  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-

KP/2019 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 816); 

 

  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-

KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 

Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1114). 
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Gambar 6.2 Surat Keputusan Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan 

 

KESATU 

 

: Menetapkan dan Menugaskan Pokja Pemilihan (Judul Paket 

Pengadaan…… ) Pada Satuan Kerja …………………. yang 

terdiri atas Ketua dan Anggota, dengan susunan sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

 

KEDUA : Pokja Pemilihan (Judul Paket Pengadaan…… ) Pada Satuan 

Kerja …………………. bertanggung jawab penuh secara 

substantif dalam penyelenggaraan proses pemilihan penyedia 

barang/jasa untuk paket pekerjaan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Keputusan ini. 

 

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pokja Pemilihan (Judul Paket 

Pengadaan…… ) Pada Satuan Kerja …………………. adalah:  

 

1) Melaksanakan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

a) Reviu dokumen persiapan pengadaan; 

b) Penetapan metode pemilihan Penyedia; 

c) Penetapan metode Kualifikasi; 

d) Penetapan metode evaluasi penawaran; 

e) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; 

f) Penetapan jadwal pemilihan; dan 

g) Penyusunan dokumen pemilihan.  

2) Melaksanakan proses pemilihan penyedia sesuai dengan 

metode, jadwal dan dokumen pemilihan yang telah 

ditetapkan; 

3) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui 

LPSE KKP dan dapat ditambahkan dalam situs web 

Kementerian/Lembaga, papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya; 

4) Menyampaikan laporan hasil pemilihan dan Dokumen Asli 

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK secara tertulis 

dan melalui aplikasi SPSE; 

5) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;  

6) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada 

Kepala UKPBJ; 

7) Menyusun daftar penyedia barang/jasa pemerintah; dan  

8) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

 

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Satuan Kerja ……………. Tahun Anggaran 

2023. 
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Gambar 6.3 Surat Keputusan Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan 

 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa 

segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana 

mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam 

penetapan ini. 

 

                                                                    

 

Ditetapkan di Jakarta 

      pada tanggal, ……………………… 2023  

      KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN 

BARANG/JASA SELAKU  

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN 

BARANG/JASA, 

                                                                          

 

 

 

MIAZWIR 

 

 

Tembusan: 

Sekretaris Jenderal 
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Gambar 6.4 Surat Keputusan Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan 

 

 

 

 

 

Lampiran  

Keputusan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Selaku Kepala UKPBJ KKP 

Tentang Penetapan Dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan (Judul Paket 

Pengadaan…… ) Pada Satuan Kerja ………………….  

Nomor  : ………/SJ.6/PL.110/…../2023         

Tanggal: …………… 2023  

 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN DAN PENUGASAN 

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN (JUDUL PAKET PENGADAAN…… ) PADA 

SATUAN KERJA …………………. 

 

NO NAMA ANGGOTA NIP 
KEDUDU

-KAN 

UNIT 

KERJA 

1     

2     

3     

4     

dst.     

 

DAFTAR PAKET PENGADAAN YANG DITENDERKAN  

OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN  

 

NO NAMA PAKET PAGU ANGGARAN 

1   Rp………………..,- 

  

                                                                       

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal, ……………… 2023    

KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN  

BARANG/JASA SELAKU  

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN 

BARANG/JASA, 

 

 

 

 

MIAZWIR 
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D. REVIU DOKUMEN USULAN 

4.1 Berita Acara Reviu Dokumen Usulan Pengadaan Oleh Pokja Pemilihan 

 

Gambar 7. Berita Acara Reviu Dokumen Usulan Pengadaan 

 

 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 

 
 

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN 
……………………………………………. 
NOMOR. .…./PBJ.x.x/PL.450/…./2023 

 
 
Pada hari ini …… tanggal ……… bulan ………. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dibuat 
Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk paket 
pekerjaan: 
Nama Paket : …………………………………. 
Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2023 
PAGU : Rp………………….,00 
HPS : Rp………………….,00 

 
Pokja Pemilihan Pengadaan ……………….., Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan telah melakukan reviu terhadap dokumen persiapan yang diusulkan oleh 
PPK Satker ……………….., dengan hasil reviu sebagaimana berikut: 
 
1. Spesifikasi Teknis …………; 
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ……………………; 
3. Rancangan Kontrak …………………………..; 
4. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA atau RKA-KL yang telah ditetapkan) 

…………………………; 
5. ID paket RUP ………………………..; 
6. Waktu penggunaan barang/jasa ………………; 
7. Analisis pasar …………………; 

 
Hasil Reviu sebagai berikut: 

No. 
Dokumen/ 
BAB/Hal. 

Rekomendasi Tanggapan PPK 

Semula Menjadi  

1.     

dst.     

 
Keterangan lain: 

1. ………………………. 
2. dst. 

 
 

Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan ……….. 
 
1. (Nama) ttd 

2. (Nama) ttd 

3. (Nama) ttd 

4. (Nama) ttd 

5. (Nama) ttd 
 

PPK Satker / Tim Teknis PPK Satker 
………………. 
 
1. (Nama) ttd 

2. (Nama) ttd 

3. (Nama) ttd 
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4.2 Contoh Penyampaian Hasil Reviu 

Penyampaian hasil reviu disampaikan oleh Pokja Pemilihan kepada PPK 

Satker pemilik pekerjaan. 

4.2.1 Nota Dinas Penyampaian Reviu untuk Satker Kantor Pusat 

 

Gambar 8.1 Nota Dinas Penyampaian Hasil Reviu Satker Kantor Pusat 

 

 

 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 

 

NOTA DINAS 
Nomor ………/SJ.6/HP.350/…/2023 

 

Yth : Direktur ………… selaku PPK Direktorat …………………….. 
Dari : Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa KKP 
Hal : Penyampaian Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan 

…………………. 
Lampiran : Satu berkas 
Tanggal : … …………………. 2023  

 
  

Sehubungan dengan Undangan Kepala Biro Umum dan Pengadaan 

Barang/Jasa Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tentang Pembahasan 

Rencana Pengadaan …………………… nomor B………../SJ.6/TU.330/……/2022 

tanggal ……………. 2023, telah dilaksanakan rapat pembahasan pada hari …… 

tanggal ……………. 2023 pukul ….. WIB di (Ruang Rapat ………/secara daring). 

Bersama ini terlampir kami sampaikan hasil rapat yaitu berupa Berita Acara Reviu 

Dokumen Persiapan Pengadaan ………………. 

 
Apabila kelengkapan dokumen persiapan tender telah dilakukan perbaikan, 

agar segera dikirimkan kembali kepada kami untuk dilakukan pengkajian dan langkah 

selanjutnya.  

 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

                                                                            
Tembusan : 
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 
2. Inspektur I/II/III/IV (disesuaikan dengan mitra per unit kerja eselon I), Inspektorat 

Jenderal. 

   
 
 

 
 

     Miazwir 
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4.2.2 Nota Dinas Penyampaian Reviu untuk Satker Unit Pelaksana Teknis 

 

Gambar 8.2 Nota Dinas Penyampaian Hasil Reviu Satker unit Pelaksana Teknis 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 

 

NOTA DINAS 
Nomor ………/PBJ.X.X/HP.350/…/2023 

 

Yth : PPK Satker  …………………….. 
Dari : Pokja Pemilihan ………………… (nama paket pengadaan) 
Hal : Penyampaian Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan 

…………………. 
Lampiran : Satu berkas 
Tanggal : … …………………. 2023  

 
  

Sehubungan dengan Undangan Reviu pada aplikasi SPSE terkait dengan 

Pembahasan Dokumen Persiapan Pengadaan ……………………, telah dilaksanakan 

rapat pembahasan pada hari …… tanggal ……………. 2023 pukul ….. WIB di (Ruang 

Rapat ………/secara daring). Bersama ini terlampir kami sampaikan hasil rapat yaitu 

berupa Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ………………. 

 
Apabila kelengkapan dokumen persiapan tender telah dilakukan perbaikan, 

agar segera dikirimkan kembali kepada Kepala UKPBJ KKP untuk dapat 

ditindaklanjuti.  

 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

                                                                                                
Tembusan : 
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 
2. Inspektur I/II/III/IV (disesuaikan dengan mitra per unit kerja eselon I), Inspektorat 

Jenderal. 

   
 
 

 
 

(Nama Anggota Pokja Pemilihan) 
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E. DOKUMEN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA 

5.1 Jenis Dokumen Pengadaan Yang Ditandatangani Oleh Pokja Pemilihan 

Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia memiliki 

beberapa jenis produk dokumen pengadaan antara lain 

a. Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan; 

b. Dokumen Pemilihan/Dokumen Kualifikasi; 

c. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 

d. Berita Acara Verifikasi/Klarifikasi Kebenaran Dokumen/Peralatan; 

e. Berita Acara Evaluasi Penawaran; 

f. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; 

g. Berita Acara Negosiasi Teknis/Harga; 

h. Berita Acara Hasil Pemilihan; 

i. Surat Jawaban Sanggah; 

j. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia. 

 

5.2 Surat atau Dokumen Pengadaan Yang Ditandatangani Oleh Pokja Pemilihan 

Bagian kepala surat atau dokumen yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan 

menggunakan tulisan seperti pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Nota Dinas Penyampaian Hasil Reviu Satker unit Pelaksana Teknis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
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F. LAPORAN HASIL PROSES PENGADAAN 

6.1 Checklist Dokumen Laporan Hasil Pengadaan 

6.1.1 Checklist Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Tender Pekerjaan 

Konstruksi 

 

Tabel 5. Checklist Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Tender Pekerjaan Konstruksi 

 

Jenis Pengadaan : Konstruksi

Tahun Anggaran :

Paket Pekerjaan :

Nilai Paket Pekerjaan :

Unit Kerja Eselon I :

Satuan Kerja :

No Keterangan

Ada Belum

1 SK Pokja Pemilihan

2 Undangan Reviu dokumen persiapan pengadaan

3 Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

4 Surat Penyampaian Hasil reviu 

5 Perbaikan dokumen persiapan pengadaan sesuai hasil reviu

6 Dokumen Pemilihan

7 Berita Acara Pemberian Penjelasan

8 Berita Acara Verifikasi Lapangan (jika ada)

9 Undangan Klarifikasi Teknis/ Harga (jika ada)

10 Daftar hadir klarifikasi teknis/ harga

11 Berita Acara Klarifikasi Teknis/ Harga (jika ada)

12 Berita Acara Evaluasi Penawaran

13 Undangan pembuktian kualifikasi

14 Daftar hadir pembuktian kualifikasi

15 Foto Copy KTP jika yang hadir direktur

16 Jika yang hadir pembuktian kualifikasi bukan direktur

a. Surat Kuasa

b. Foto Copy KTP atau identitas lainnya

17 Bukti Setor Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1

18 Berita Acara pembuktian kualifikasi

19 Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga (jika ada)

20 Daftar hadir Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga (jika ada)

21 Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga (jika ada)

22 Berita Acara Hasil pemilihan

23 Print screen Daftar Hitam sebelum penetapan pemenang (jika ada)

24 Dokumen Penawaran Peserta Tender

25 Surat Sanggahan (jika ada)

26 Jawaban Sanggah (jika ada)

27 Summary Report

28 Nota Dinas Laporan Hasil Pemilihan

(tempat ), …..................... 2023

Pokja

(Nama )

Nomor/Tanggal 

Dokumen

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN HASIL TENDER 

Dokumen Status
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6.1.2 Checklist Kelengakapan Dokumen Laporan Hasil Seleksi Jasa 

Konsultansi 

 

Tabel 6. Checklist Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Seleksi Jasa Konsultansi 

 

 

Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi

Tahun Anggaran :

Paket Pekerjaan :

Nilai Paket Pekerjaan :

Unit Kerja Eselon I :

Satuan Kerja :

No Keterangan

Ada Belum

1 SK Pokja Pemilihan

2 Undangan Reviu dokumen persiapan pengadaan

3 Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

4 Surat Penyampaian Hasil reviu 

5 Perbaikan dokumen persiapan pengadaan sesuai hasil reviu

6 Dokumen Pemilihan

7 Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi

8 Undangan pembuktian kualifikasi

9 Daftar hadir pembuktian kualifikasi

10 Foto Copy KTP jika yang hadir direktur

11 Jika yang hadir pembuktian kualifikasi bukan direktur

a. Surat Kuasa

b. Foto Copy KTP atau identitas lainnya

12 Bukti Setor Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1

13 Dokumen Kualifikasi Peserta Tender

14 Berita acara pembuktian kualifikasi

15 Surat Sanggahan kualifikasi (jika ada)

16 Jawaban Sanggah kualifikasi (jika ada)

17 Dokumen Seleksi

18 Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan

19 Berita Acara Verifikasi Lapangan (jika ada)

20 Berita Acara Evaluasi Penawaran File I

21 Berita Acara Evaluasi Penawaran File II

22 Undangan Klarifikasi Teknis (jika ada)

23 Daftar hadir klarifikasi teknis (jika ada)

24 Berita Acara Klarifikasi Teknis (jika ada)

25 Berita Acara Evaluasi Penawaran administrasi dan teknis

26 Undangan Klarifikasi Harga (jika ada)

27 Daftar hadir klarifikasi Harga (jika ada)

28 Berita Acara Klarifikasi Harga (jika ada)

29 Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga

30 Print screen Daftar Hitam sebelum penetapan pemenang

31 Dokumen Penawaran Peserta Tender

32 Surat Sanggahan (jika ada)

33 Jawaban Sanggah (jika ada)

34 Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

35 Daftar hadir Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

36 Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

37 Berita Acara Hasil pemilihan

38 Summary Report

39 Nota Dinas Laporan Hasil Pemilihan

(tempat ), …..................... 2023

Pokja

(Nama )

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN HASIL SELEKSI 

Dokumen StatusNomor/Tanggal 

Dokumen
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6.1.3 Checklist Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Pengadaan Barang / 

Jasa Lainnya 

 

Tabel 7. Checklist Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Pengadaan Barang / Jasa Lainnya 

 

 

 

 

 

 

Jenis Pengadaan : Barang/Jasa Lainnya

Tahun Anggaran :

Paket Pekerjaan :

Nilai Paket Pekerjaan :

Unit Kerja Eselon I :

Satuan Kerja :

No Keterangan

Ada Belum

1 SK Pokja Pemilihan

2 Undangan Reviu dokumen persiapan pengadaan

3 Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

4 Surat Penyampaian Hasil reviu 

5 Perbaikan dokumen persiapan pengadaan sesuai hasil reviu

6 Dokumen Pemilihan

7 Berita Acara Pemberian Penjelasan

8 Berita Acara Verifikasi Lapangan (jika ada)

9 Undangan Klarifikasi Teknis/ Harga (jika ada)

10 Daftar hadir klarifikasi teknis/ harga

11 Berita Acara Klarifikasi Teknis/ Harga (jika ada)

12 Berita Acara Evaluasi Penawaran

13 Undangan pembuktian kualifikasi

14 Daftar hadir pembuktian kualifikasi

15 Foto Copy KTP jika yang hadir direktur

16 Jika yang hadir pembuktian kualifikasi bukan direktur

a. Surat Kuasa

b. Foto Copy KTP atau identitas lainnya

17 Berita acara pembuktian kualifikasi

18 Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga (jika ada)

19 Daftar hadir Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga (jika ada)

20 Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga (jika ada)

21 Berita Acara Hasil pemilihan

22 Print screen Daftar Hitam sebelum penetapan pemenang

23 Dokumen Penawaran Peserta Tender

24 Surat Sanggahan (jika ada)

25 Jawaban Sanggah (jika ada)

26 Summary Report

27 Nota Dinas Laporan Hasil Pemilihan

(tempat ), …..................... 2023

Pokja

(Nama )

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen StatusNomor/Tanggal 

Dokumen

KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN HASIL TENDER
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6.1.4 Checklist Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Penunjukan Langsung 

 

Tabel 8. Checklist Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Penunjukan Langsung 

 

 

 

 

 

 

Jenis Pengadaan : Barang/Jasa Lainnya

Tahun Anggaran :

Paket Pekerjaan :

Nilai Paket Pekerjaan :

Unit Kerja Eselon I :

Satuan Kerja :

No Keterangan

Ada Belum

1 SK Pokja Pemilihan

2 Undangan Reviu dokumen persiapan pengadaan

3 Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

4 Surat Penyampaian Hasil reviu 

5 Perbaikan dokumen persiapan pengadaan sesuai hasil reviu

6 Dokumen Kualifikasi/Pemilihan

7 Kelengkapan Kualifikasi Calon Penyedia

8 Undangan Pembuktian Kualifikasi

9 Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi

10 Berita Acara Pembuktian Kualifikasi

11 Dokumen Penunjukan Langsung

12 Kelengkapan Penawaran Calon Penyedia 

13 Berita Acara hasil Evaluasi Penawaran

14 Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

15 Daftar Hadir Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

16 Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

17 Berita Acara Hasil pemilihan

18 Daftar Hitam

19 Summary Report

20 Nota Dinas Laporan Hasil Pemilihan

(tempat ), …..................... 2023

Pokja

(Nama )

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG

Dokumen Nomor/Tanggal 

Dokumen

Status
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6.1.5 Checklist Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Pengadaan 

Pengadaan Yang Dikecualikan 

 

Tabel 9. Checklist Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Pengadaan Pengadaan Yang  

     Dikecualikan 

 

Catatan: 

• Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia melalui 

metode pengadaan yang dikecualikan dari Pokja Pemilihan, maka 

PPK segera input data pada menu Pencatatan Non Tender dalam 

aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

 

 

 

Jenis Pengadaan : Barang/Jasa Lainnya

Tahun Anggaran :

Paket Pekerjaan :

Nilai Paket Pekerjaan :

Unit Kerja Eselon I :

Satuan Kerja :

No Keterangan

Ada Belum

1 SK Pokja Pemilihan

2 Undangan Reviu dokumen persiapan pengadaan

3 Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

4 Surat Penyampaian Hasil reviu 

5 Perbaikan dokumen persiapan pengadaan sesuai hasil reviu

6 Undangan Pemasukan penawaran

7 Berita Acara Verifikasi Lapangan (jika ada)

8 Berita Acara Evaluasi Penawaran

9 Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

10 Daftar hadir Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

11 Foto Copy KTP jika yang hadir direktur

12 Jika yang hadir klarifikasi teknis dan negosiasi harga bukan direktur

a. Surat Kuasa

b. Foto Copy KTP atau identitas lainnya

13 Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

14 Berita Acara Hasil pemilihan

15 Dokumen Penawaran Peserta

16 Nota Dinas Laporan Hasil Pemilihan

(tempat ), …..................... 2023

Pokja

(Nama )

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGADAAN YANG DIKECUALIKAN

Dokumen Nomor/Tanggal 

Dokumen

Status
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6.2 Contoh Surat Laporan Hasil Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung  

6.2.1 Nota Dinas Dari Pokja Pemilihan Kepada PPK Satker 

 

Gambar 10. Nota Dinas Dari Pokja Pemilihan Kepada PPK Satker 

 

Catatan: 

• Isi surat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses 

pemilihan penyedia. 

 

 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOTA DINAS 
Nomor ………/PBJ.X.X/PL.460/…../2023 

 
Yth : PPK Direktorat ………..(Nama Satker) 
Dari : Ketua Pokja Pemilihan Pengadaan ……………..(Nama Pokja 

Pemilihan) 
Hal : Laporan Hasil Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung Pengadaan 

(Judul Paket Pengadaan) 
Lampiran : Satu berkas 
Tanggal : … ………….. 2023 

 
Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan …………………. (kode Tender: 

12345678) pada Direktorat ……………., bersama ini kami sampaikan laporan hasil 

Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung sebagai berikut: 

 

1. Pokja Pemilihan Pengadaan …………., UKPBJ KKP telah melaksanakan pemilihan 

paket Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung secara e- Procurement melalui situs 

www.lpse.kkp.go.id. 

2. Pengumuman prakualifikasi/pascakualifikasi pada aplikasi SPSE tanggal ……….. 

2023, dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak ….. (…..terbilang) peserta. 

3. Penetapan dan pengumuman pemenang telah dilaksanakan pada tanggal …………. 

2023. 

4. Sampai dengan berakhirnya masa sanggah tanggal ………… 2023 pukul ……. WIB,  

tidak terdapat peserta yang menyampaikan sanggah terhadap proses pemilihan pada 

paket tersebut; 

5. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), Summary report Tender/Seleksi/Penunjukan 

Langsung dan dokumen penawaran (sebagaimana terlampir), dengan pemenang 

……..(nama penyedia pemenang) yang beralamat di ………………, dengan harga 

penawaran sebesar Rp……………….,00 (……. terbilang). 

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat segera menerbitkan Surat Penunjukan 

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima 

laporan hasil tender 

7. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) menjadi dasar bagi Calon Penyedia 

untuk membuat Jaminan Pelaksanaan. 

8. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 

diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 

 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima          kasih. 

 
 
 
 
 
 
 

(Nama Pokja Pemilihan) 
 
 
Tembusan: 
1. Kepala UKPBJ KKP; 
2. Inspektur I/II/III/IV (disesuaikan dengan mitra per unit kerja eselon I), Inspektorat 

Jenderal. 



 

28 
 

6.2.2 Nota Dinas Dari Pokja Pemilihan Kepada Kepala Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa KKP 

 

Gambar 11. Nota Dinas Dari Pokja Pemilihan Kepada Kepala UKPBJ KKP 

 

Catatan: 

• Isi surat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses 

pemilihan penyedia. 

 

 

 

 

 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOTA DINAS 
Nomor ………/PBJ.X.X/PL.460/…../2023 

 
Yth : Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Selaku Kepala Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa KKP 
Dari : Ketua Pokja Pemilihan Pengadaan ……………..(Nama Pokja 

Pemilihan) 
Hal : Laporan Hasil Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung Pengadaan 

(Judul Paket Pengadaan) 
Lampiran : Satu berkas 
Tanggal : … ………….. 2023 

 
Sehubungan dengan telah dilakukannya proses pemilihan penyedia pengadaan 

…….. (judul paket pengadaan), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Pemenang tender dari pengadaaan dimaksud yaitu ……..(nama penyedia 

pemenang) yang beralamat di ………………, dengan harga penawaran sebesar 

Rp……………….,00 (……. terbilang). 

2. Dokumen proses dan hasil pemilihan penyedia terlampir disampaikan melalui email 

layananpengadaan@kkp.go.id dan ukpbj.kkp@gmail.com.  

 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

 
 
 
 
 
 

(Nama Pokja Pemilihan) 
 
 

Tembusan: 
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; (disesuaikan dengan unit kerja 

eselon I) 
2. Inspektur I/II/III/IV, Inspektorat Jenderal; (disesuaikan dengan mitra per unit kerja 

eselon I) 
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. (disesuaikan dengan KPA 

pemilik pekerjaan) 
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6.3 Format Surat (SPPBJ) 

  

Gambar 12. Surat Dinas Dari PPK Satker kepada Kepala UKPBJ KKP 
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PENUTUP 
  

Demikian Alur dan Format Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa. 

Semoga Alur dan Format Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa ini dapat 

bermanfaat dan berguna serta menciptakan tertib administrasi dalam tata kelola 

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 



STANDARDISASI PENOMORAN DOKUMEN 

PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGI 

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA 

SEKRETARIS JENDERAL 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TAHUN 2023 

     
2023 
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A. LATAR BELAKANG 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan. Dalam mendukung penyelenggaraan Pengadaan barang/Jasa pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala 

Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau yang disingkat 

dengan UKPBJ. 

UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 

menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang salah satu fungsinya 

adalah pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan fungsi pengelolaan 

pengadaan barang/Jasa menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan 

barang/Jasa antara lain: inventarisasi paket pengadaan barang/jasa, pelaksanaan 

riset dan analisis pasar barang/jasa, penyusunan strategi pengadaan barang/jasa, 

penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilijhan beserta pendukung lainnya dan 

informasi yang dibutuhkan, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, 

penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik local/sectoral, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan/atau penyusunan 

perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa. 

Penomoran dokumen dalam proses inventarisasi paket pengadaan 

barang/jasa dan pengelolaan dokumen lain yang terkait belum semuanya dapat 

diakomodir aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) maupun aplikasi 

persuratan e-Layar. Dengan demikian penomoran yang digunakan saat ini belum 

memiliki standar dan belum sesuai dengan kaidah pengelolaan arsip. Oleh karena 

itu, diperlukan standar penomoran dokumen UKPBJ agar tercapai tertib 

administrasi dan tertib pengelolaan arsip. 
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B. DASAR HUKUM 

 

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 816); 

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan 

Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 226). 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Standardisasi Penomoran ini dimaksudkan sebagai: 

1. Acuan bagi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membuat penomoran dokumen yang 

berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan 

2. Pedoman bagi pengelola arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 

melakukan pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa. 

Standardisasi Penomoran ini bertujuan untuk menunjang: 

1. Kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dalam rangka memberikan 

dukungan demi terwujudnya keseragaman dan ketertiban administrasi yang 

berkaitan dengan penomoran dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 

2. Pelaksanaan penomoran yang belum diakomodir oleh aplikasi persuratan 

maupun aplikasi SPSE. 

 

D. RUANG LINGKUP 

 

Ruang lingkup meliputi tata cara penomoran dokumen pengadaan barang/jasa 

UKPBJ Kementerian Kelautan dan Perikanan.  
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E. TATA CARA PENOMORAN POKJA PEMILIHAN 

 

Standardisasi penomoran Pokja Pemilihan untuk dokumen pengadaan 

barang/jasa dilakukan dengan cara: 

 

1. Pokja pemilihan dapat melakukan permintaan penomoran melalui admin 

UKPBJ 

Admin UKPBJ terdiri dari 

a. Layanan Pengadan Bidang Kesekretariatan, Pengawasan Internal dan 

Perikanan Tangkap. 

mempunyai tugas menginventarisasi rencana paket pengadaan, menerima 

dan memverifikasi kelengkapan dokumen usulan pengadaan, penomoran 

dokumen pengadaan, memonitor perkembangan pelaksanaan pengadaan 

tahun berjalan dan mengelola arsip dokumen pengadaan lingkup 

sekretariat jenderal, perikanan tangkap dan inspektorat jenderal. 

 

b. Layanan Pengadaan Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Budidaya 

dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 

mempunyai tugas menginventarisasi rencana paket pengadaan, menerima 

dan memverifikasi kelengkapan dokumen usulan pengadaan, penomoran 

dokumen pengadaan, memonitor perkembangan pelaksanaan pengadaan 

tahun berjalan dan mengelola arsip dokumen pengadaan lingkup 

pengelolaan ruang laut, perikanan budidaya dan pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan. 

 

c. Layanan Pengadaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk, Riset, Sumber 

Daya Manusia, Karantina Ikan, Pengendalian Mutu. 

mempunyai tugas menginventarisasi rencana paket pengadaan, menerima 

dan memverifikasi kelengkapan dokumen usulan pengadaan, penomoran 

dokumen pengadaan, memonitor perkembangan pelaksanaan pengadaan 

tahun berjalan dan mengelola arsip dokumen pengadaan lingkup 

penguatan daya saing produk, riset dan sumber daya manusia, serta 

karantina ikan pengendalian mutu. 
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2. Pokja Pemilihan berkewajiban menyampaikan arsip naskah dinas dokumen 

pengadaan barang/jasa kepada admin UKPBJ setelah pokja pemilihan 

menyelesaikan proses pemilihan penyedia. 

 

3. Standard penomoran dokumen pengadaan yang ditandatangani oleh Pokja 

Pemilihan dilaksanakan dengan cara 

a. Tata naskah dinas mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

b. Format naskah dinas/dokumen pengadaan yang ditandatangani oleh Pokja 

Pemilihan sebagaimana pada Alur dan Format Dokumen Persiapan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

c. Penomoran Naskah Dinas dokumen pengadaan barang/jasa 

1) Penomoran Memorandum dan Nota Dinas jadi 1 (satu) penomoran 

(naskah dinas internal). 

2) Penomoran Surat Undangan, Surat Dinas, Dokumen Pemilihan dan 

Berita Acara jadi 1 (satu) penomoran (naskah dinas eksternal). 

3) Kode singkatan pengadaan bidang di unit kerja eselon I sebagai berikut: 

PBJ.1 : Bidang pengadaan di Sekretariat Jenderal 

PBJ.2 : Bidang pengadaan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang 

Laut 

PBJ.3 : Bidang pengadaan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

PBJ.4 : Bidang pengadaan di Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya 

PBJ.5 : Bidang pengadaan di Direktorat Jenderal Penguatan Daya 

Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

PBJ.6 : Bidang pengadaan di Direktorat Jenderal Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

PBJ.7 : Bidang pengadaan di Inspektorat Jenderal 

PBJ.8 : Bidang pengadaan di Badan Riset Sumber Daya Manusia 

dan Kelautan Perikanan 

PBJ.9 : Bidang pengadaan di Badan Karantina Ikan Pengendalian 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 



5 
 

4) Kode nomenklatur Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis 

lingkup Eselon I di Lingkungan Kementerian dibuat dengan angka 

berdasarkan urutan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (sebagaimana 

terlampir). 

5) Susunan nomor Naskah Dinas Korespodensi terdiri dari nomor naskah 

(nomor urut dalam satu tahun takwim), kode singkatan pengadaan 

bidang unit kerja eselon I, kode unit kerja eselon II, kode klasifikasi arsip, 

bulan dan tahun terbit. 

Contoh 1. susunan penomoran Memorandum: 

234/PBJ.2.4/PL.430/X/2022  

 Nomor Naskah Dinas 

 Kode Singkatan Unit Kerja Eselon I Ditjen 

Pengelolaan Ruang Laut 

 Kode Direktorat Jasa Kelautan 

 Kode Klasifikasi Arsip 

 Bulan 

 Tahun 

 

Contoh 2. Susunan penomoran Berita Acara: 

1234/PBJ.3.17/PL.430/X/2022  

 Nomor Naskah Dinas 

 Kode Singkatan Unit Kerja Eselon I 

Ditjen Perikanan Tangkap 

 Kode PPN Pekalongan 

 Kode Klasifikasi Arsip 

 Bulan 

 Tahun 
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KODE NOMENKLATUR UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS LINGKUP ESELON I 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

UNIT KERJA 

ESELON I 

NOMOR 

URUT 

UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

Sekretariat Jenderal 1 Biro Perencanaan 

 2 Biro Keuangan 

 3 Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 

 4 Biro Hukum 

 5 
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar 

Negeri 

 6 Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa 

 7 Pusat Data, Statistik dan Informasi 

Ditjen Pengelolaan 

Ruang Laut 
1 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang 

Laut 

 2 Direktorat Perencanaan Ruang Laut 

 3 
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil 

 4 Direktorat Jasa Kelautan 

 5 
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 

Laut 

 6 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang 

 7 
Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 

Pekanbaru 

 8 
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 

Padang 

 9 
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 

Denpasar 

 10 
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 

Pontianak 

 11 
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 

Makassar 

 12 
Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 

Sorong 

 13 
Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 

Serang 
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UNIT KERJA 

ESELON I 

NOMOR 

URUT 

UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

Ditjen Perikanan 

Tangkap 
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

 2 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan 

 3 
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan 

Ikan 

 4 Direktorat Kepelabuhan Perikanan 

 5 Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 

 6 Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang 

 7 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman 

 8 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 

 9 Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 

 10 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 

 11 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 12 Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 

 13 Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga 

 14 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 

 15 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu 

 16 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 

 17 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 

 18 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

 19 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 

 20 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 

 21 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 

 22 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 

 23 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 

 24 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan 

 25 Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 

 26 Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 

 27 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang 

 28 Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 

Ditjen Perikanan 

Budidaya 
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 
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UNIT KERJA 

ESELON I 

NOMOR 

URUT 

UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

 2 Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan 

 3 Direktorat Perbenihan 

 4 Direktorat Pakan dan Obat Ikan 

 5 Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya 

 6 Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi 

 7 Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin 

 8 Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu 

 9 Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei Gelam 

 10 Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara 

 11 Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

 12 Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 

 13 Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee 

 14 Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 

 15 Balai Perikanan Budidaya Laut Batam 

 16 Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 

 17 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 

 18 
Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan 
Karangasem 

 19 
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya 
Karawang 

 20 
Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan 
Serang 

Ditjen Penguatan 
Daya Saing Produk 
Kelautan dan 
Perikanan 

1 
Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing 

Produk Kelautan dan Perikanan 

2 Direktorat Usaha dan Investasi 

 3 Direktorat Logistik 

 4 Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu 

 5 Direktorat Pemasaran 

 6 
Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan 

dan Perikanan 

Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya 

Kelautan dan 

Perikanan 

1 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan 

2 Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada 

 3 
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya 

Kelautan 
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UNIT KERJA 

ESELON I 

NOMOR 

URUT 

UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

 4 
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya 

Perikanan 

 5 Direktorat Penanganan Pelanggaran 

 6 
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Lampulo 

 7 
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Batam 

 8 
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Jakarta 

 9 
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Benoa 

 10 
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Bitung 

 11 
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Tual 

 12 
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Cilacap 

 13 
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Belawan 

 14 
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Kupang 

 15 
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Pontianak 

 16 
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Tarakan 

 17 
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Tahuna 

 18 
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Ambon 

 19 
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Biak 

Inspektorat Jenderal 1 Sekretariat Inspektorat Jenderal 

Badan Riset 
Sumber Daya 
Manusia Kelautan 
dan Perikanan 

1 
Sekretariat Badan Riset Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan 

2 Pusat Riset Kelautan 
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UNIT KERJA 

ESELON I 

NOMOR 

URUT 

UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

 3 Pusat Riset Perikanan 

 4 Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan 

 5 
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

 6 
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan 

 7 
Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan 

Bioteknologi Kelautan dan Perikanan 

 8 
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan 

Perikanan Gondol 

 9 
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan 

Penyuluhan Perikanan Bogor 

 10 
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan 

Penyuluhan Perikanan Maros 

 11 Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi 

 12 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Jatiluhur 

 13 Balai Riset Perikanan Laut 

 14 Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok 

 15 
Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan 

Penyuluhan Perikanan Palembang 

 16 Balai Riset Perikanan Laut Jakarta 

 17 Loka Riset Budidaya Rumput Laut Boalemo 

 18 Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan 

 19 Loka Riset Perikanan Tuna Benoa 

 20 Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi 

 21 
Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 

Padang 

 22 Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi 

 23 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan 

 24 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal 

 25 
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 

Banyuwangi 

 26 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung 

 27 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon 
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UNIT KERJA 

ESELON I 

NOMOR 

URUT 

UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

 28 Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai 

 29 Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang 

 30 Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran 

 31 Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo 

 32 Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 

 33 Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang 

 34 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 

 35 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone 

 36 Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong 

 37 
Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan 
Wakatobi 

 38 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong 

 39 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman 

 40 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung 

 41 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal 

 42 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak 

 43 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone 

 44 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru 

 45 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong 

 46 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang 

Badan Karantina 
Ikan, pengendalian 
Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan 

1 
Sekretariat Badan Karantina Ikan, pengendalian Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan 

2 
Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I 

3 
Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Makassar 

 4 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Denpasar 

 5 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I 

 6 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Medan I 

 7 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan 
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UNIT KERJA 

ESELON I 

NOMOR 

URUT 

UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

 8 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Jayapura 

 9 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II 

 10 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II 

 11 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Mataram 

 12 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Manado 

 13 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Semarang 

 14 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin 

 15 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Lampung 

 16 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Ambon 

 17 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Entikong 

 18 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Pinang 

 19 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Tarakan 

 20 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Palembang 

 21 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Bandung 

 22 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Merauke 

 23 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Pontianak 

 24 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Kendari 

 25 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Batam 
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UNIT KERJA 

ESELON I 

NOMOR 

URUT 

UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

 26 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Padang 

 27 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Jambi 

 28 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Palu 

 29 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya 

 30 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Kupang 

 31 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang 

 32 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Ternate 

 33 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta 

 34 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Aceh 

 35 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo 

 36 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru 

 37 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Medan II 

 38 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Sorong 

 39 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu 

 40 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Cirebon 

 41 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai 

 42 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan 

 43 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Bima 
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UNIT KERJA 

ESELON I 

NOMOR 

URUT 

UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

 44 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Tahuna 

 45 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Bau-Bau 

 46 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Merak 

 47 
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Mamuju 

 

 


